
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

ten tang 
dalam 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah 
Ka bu paten Pekalongan dilakukan pengendalian 
terhadap gratifikasi; 

b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan 
adanya perubahan nomenklatur organisasi dan 
nomenklatur jabatan pada Inspektorat Daerah 
Kabupaten Pekalongan, maka perlu diubah dan 
disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 

BUPATI PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 70 TAHUN 2024 

BUPATI PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

( SALINAN ) 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 
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Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 
2021 Nomor 13) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 
2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALTAN GRATJFIKASJ 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PEKALONGAN. 

MEMUTUSKAN: 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita 
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13); 
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2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pernerintahan daerah yang rnernirnpin 
pelaksanaan urusan Pernerintahan yang rnenjadi 
kewenangan Daerah otonorn. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pekalongan. 
5. Pejabat/Pegawai Kabupaten Pekalongan yang 

selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, 
Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur 
Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi 
BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk 
dan atas narna Pernerintah Daerah. 

6. Kornisi Pernberantasan Korupsi yang selanjutnya 
disingkat KPK adalah lernbaga negara yang 
independen dengan tugas dan wewenang rnelakukan 
pernberantasan tindak pidana korupsi, yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nornor 30 
Tahun 2002 tentang Kornisi Pernberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati 
dan DPRD dalarn penyelenggaraan Urusan 
Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah. 

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar rnodalnya dimiliki oleh Daerah. 

9. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang 
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat 
UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas atau 
Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu. 

11. Gratifikasi adalah pernberian dalarn arti luas, yakni 
uang, barang, rabat (discount}, komisi, pinjarnan 
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan curna-curna, dan 
fasilitas lainnya, baik yang diterirna di dalarn negeri 
rnaupun di luar negeri, yang dilakukan dengan 
rnenggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
elektronik. 
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perseorangan,sekelompok orang, badan hukum atau 
lembaga yang memberikan gratifikasi kepada 
penerima Gratifikasi. 

15. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor 
adalah penyelenggara negara/ pegawai negeri yang 
menerima/ menolak gratifikasi yang menyampaikan 
laporan kepada KPK a tau melalui UPG. 

16. Pegawai Negeri adalah meliputi: 
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau 
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara; 

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. orang yang menerima gaji atau upah dari 
keuangan negara atau daerah; d. orang yang 
menerima gaji atau upah dari suatu korporasi 
yang menerima bantuan dari keuangan negara 
atau daerah; atau 

d. orang yang menerima gaji atau upah dari 
korporasi lain yang mempergunakan modal atau 
fasilitas dari negara atau masyarakat. 

17. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau 
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

baik pihak para adalah 

12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang 
bertujuan untuk mengendalikan penerimaan 
gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui 
serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi 
aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan 
masyarakat untuk membentuk lingkungan 
pcngendalian gratifikasi. 

13. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya 
disingkat UPG adalah unit kerja yang 
bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi 
pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

14. Pemberi 
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Auditor, Pejabat Pengawasan 
Urusan Pemerintah di Daerah 
(P2UPD) pada Inspektorat 
Daerah, Pejabat Eselon Ill/IV di 
setiap Perangkat Daerah/Bagian/ 
UPT. 

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk 
Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG. 

a. Pembina Bupati 
b. Pengarah Sekretaris Daerah 
c. Ketua lnspektur 
d. Sekretaris Sekretaris Inspektorat Daerah 
e. Anggota Inspektur Pembantu Bidang, 

( 1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian 
gratifikasi dibentuk UPG 

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri dari: 

Pasal 9 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara 
tidak patut. 

19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi 
Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi 
dan jabatannya. 

20. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk 
pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, 
bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta 
dan memenuhi prinsip kewajaran. 

21. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan 
internal instansi di mana terdapat interaksi 
langsung terkait kedinasan. 

22. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar 
valuta asing dengan mata uang Rupiah yang 
didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli ( 
t• T , J(11ra Ju&l I l(cra De.1 n.urs '!ngan = . 

2 ) pad a han terten tu. 

adalah kondisi dari 
patut diduga memiliki 

dan dapat mempengaruhi 

18. Konflik kepen tingan 
Pejabat/Pegawai yang 
kepentingan pribadi 
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~ 
ADITOMO HERL11i.MBANG, S.H. 

Pembina Tk. I (TV /b) 
NIP. 19680517 198903 1 009 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

ITD 

M. YULIAN AKBAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 71 

Diundangkan di Kajen 
pada tanggal 3 Desember 2024 

BUPATIPEKALONGAN, 
TTD 

F ADIA ARAFIQ 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 3 Desember 2024 

Ka bu paten 

memerin tahkan 
ini dengan 

orang mengetahuinya, 
Pera tu ran Bupati 
dalam Berita Daerah 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Pekalongan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
d.iundangkan. 

Pasal II 

(4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 


